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POIN UTAMA JUDICIAL REVIEW GAJI DOSEN
Memohon agar MK menafsirkan frasa "gaji
pokok" dalam Pasal 52 ayat (1): 

“gaji pokok sekurang-kurangnya setara
dengan upah minimum yang berlaku di lokasi
satuan pendidikan tinggi berada.”

Memohon agar MK menafsirkan frasa "gaji"
dalam Pasal 52 ayat (2) & (3): 

“Gaji yang memenuhi penghasilan di atas kebutuhan
hidup minimum yang meliputi gaji pokok sekurang-
kurangnya setara dengan upah minimum yang
berlaku di satuan pendidikan tinggi berada,
tunjangan yang melekat pada gaji, serta penghasilan
lain yang berupa tunjangan profesi, tunjangan
fungsional, tunjangan khusus, tunjangan
kehormatan, serta maslahat tambahan yang terkait
dengan tugas sebagai dosen yang ditetapkan
dengan prinsip penghargaan atas dasar prestasi.”



Mengapa Sistem Penggajian Dosen Saat Ini Tidak Adil
dan Layak?

Pekerja/Buruh Secara Umum
(Rezim UU Ketenagakerjaan)

Guru dan Dosen
(Rezim UU Guru dan Dosen)

Jaring pengaman “Upah Minimum”
memiliki nilai (Rp) yang ditetapkan
kenaikannya setiap tahun di masing-masing
wilayah, yaitu:

Upah Minimum Provinsi;
Upah Minimum Kabupaten/Kota;
Upah Minimum Sektoral Provinsi; dan
Upah Minimum Sektoral Kabupaten/Kota

Parameter “Kebutuhan Hidup Minimum”
(KHM) yang menjadi standar penggajian
di dalam UU Guru dan Dosen
cenderung obscure atau kabur karena
tidak menjelaskan metode perhitungan
nilainya dan sejak 2005 (20tahun+) tidak
pernah ditetapkan nilainya (Rp).



Mengapa Sistem Penggajian Dosen Saat Ini Tidak Adil
dan Layak?

Pekerja/Buruh Secara Umum
(Rezim UU Ketenagakerjaan)

Guru dan Dosen
(Rezim UU Guru dan Dosen)

Kepatuhan untuk memenuhi standar
“Upah Minimum” hanya diperhitungkan
dari:

Upah pokok; dan
Tunjangan Tetap.

Cakupan pemenuhan “kebutuhan hidup
minimum” meliputi:

gaji pokok
tunjangan yang melekat pada gaji (diberikan
untuk dosen menikah/memiliki anak)
tunjangan profesi (jika sudah sertifikasi)
tunjangan fungsional (berdasarkan jabatan
fungsional:  Rp375.000 s.d. Rp1.350.000)
tunjangan khusus (untuk penempatan di daerah
terpencil)
tunjangan kehormatan (untuk profesor)
maslahat tambahan yang terkait dengan tugas
sebagai dosen yang ditetapkan dengan prinsip
penghargaan atas dasar prestasi (contoh: BPJS)



Mengapa Sistem Penggajian Dosen Saat Ini Tidak Adil
dan Layak?

Eksklusi Guru dan Dosen dari Rezim Pengupahan
Ketenagakerjaan

Risalah Rapat Panitia Kerja (Panja)
Pembahasan RUU Guru dan Dosen
tanggal 23 November 2005
menunjukkan:

Pembentuk undang-undang secara
sadar dan sengaja mengeksklusi
guru dan dosen dari rezim
ketenagakerjaan secara umum,
khususnya terkait standar Upah
Minimum Regional (UMR).



Mengapa Sistem Penggajian Dosen Saat Ini Tidak Adil
dan Layak?



Contoh Kasus Gaji Dosen PTS di Kota Bandung

1.Biaya Kuliah Rp2.400.000 s.d. Rp.4.200.000
2.Median Biaya Kuliah = Rp.3.300.000
3.Rasio dosen/mahasiswa 1:20 s.d. 1:31 (Median: 1:26)
4.Kontribusi dosen per bulan: 26 x Rp3.300.000  = 85.800.000/6 =

Rp.14.300.000/bulan
5.Gaji Dosen: Rp.1.355.000/bulan (9,48% rerata pendapatan

kampus dari rasio dosen-mahasiswa per bulan)
6.UMK Bandung 2025: Rp 4.482.914



Hasil Advokasi Gaji Dosen PTS di Kota Bandung

Kegagalan Sistemik UU Guru dan Dosen
Mengalahkan Norma Ketenagakerjaan:

Pengawas Ketenagakerjaan tidak
berkenan menghitung kekurangan
pembayaran UMK Bandung
(contoh 2025:  Rp4.482.914/bulan)
Pengawas Ketenagakerjaan hanya
menghitung selisih antara upah
yang diterima dengan upah yang
diperjanjikan, yaitu sebesar
Rp1.500.000/bulan.
Pengawas ketenagakerjaan
menghitung tunjangan tidak tetap
seperti honor membimbing dan
menguji skripsi sebagai “kelebihan
upah”.



Keterbatasan Anggaran Pendidikan Alih Fungsi Anggaran Pendidikan

Mandat Pasal 31 Ayat (4) UUD:
Anggaran Pendidikan 20% dari APBN dan APBD

Alokasi “Badan Gizi
Nasional” (BGN):

Rp223 T; atau
29.07% dari
Anggaran
Pendidikan

Alokasi
Kemendikdasmen:

Rp56,6 T; atau
7,37% dari Anggaran
Pendidikan

Alokasi
Kemendiktisaintek:

Rp61,8 T; atau
8,05% dari Anggaran
Pendidikan



Dukungan Advokasi Upah Layak Dosen!
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